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Komisi

KONMISI V DPR dan pemerintah
selesai membahbas perubahan
TUndang-Undang (UJU) Nomor
38 Tahun 2004 tentang Jalan.
Selanjutnya., RUU Jalan ini
dibawa ke rapat paripurmna DPR
untuk diambil keputusan.
Ketua Panja RUIUT Jalan Ridwan
Bac mengal:akan Panja mmermmn—
bahas RUJILT ini selama 6 bulan.,
mulai Mei hingga November
2021 . Ppoin pokolk dalasn
RUU ini di antaranya maernmuat hal
baru seperti jalan khusus.data dan
informasi penyelengoaraan jalan.
serta penyidikan oleh PINS .
Selain itu., juga terdapat
beberapa perubahan di se-—
jJumiah pasal. Pertamma. bila
Pemda belum dapat melaksarn—-

_]al_an Pemerlntal’x Pusat dapat

“melakukan mengambil alily.

Kedua. Pemerintah Puasat
memberikan dukungan angoa—
ran pemibangunan jalan IR
bagi Pemda meliputi anggaran
kementerian/lemtnbaga, transfer.
daerah, dana desa dan pembi-
ayaan lainnya.

: Ketiga, RUILT. ini memberi-
kan Ppenegasan pengclompokan
satu jalan yang mermuat jalan

- strategls ‘masional, jalan srat—

egis provinsi. jalan strategis

- kabupaten/kota Jalan antar

desa dan POTOS desa.

““R UL ini juga mengatuar.
Ppada Tuang manfaat jalan dapat
dipergunakan,; antara Iain un-—
tuk pejalan kaki., pesepeda.dan
penyandari e disabilitas kecuali
Jalan tol.” jelas Ridwan.

Poin keempat sambung
Ridwan, untuk pengawasan
darn pengendallan muatan ber—
lebih yang men_]adi faktor

:pemsak jJalan. RUU ini menga—

manahkan adanya kewajiban

Koordinasi antar penveleng-

. Zara jalan dan instansi terkait

Aadarn Pengawasan Ialua lintas

angkutan jalan.
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Kelima.,. RUU ini juga mmen—
satur pengadaan tanah untuak
rembangunan jalan uomum
wajib memperhatikan kescisn-—
bangan antara kepentingan
masyarakat:

Ini merupakan sinkronisasi
dengan Undang- Undang Nomor
2 Tahun 2012 tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan untulkc
Kepentingan Umum pasal 35a.

“IDalam hal pengusabhaan
Jalan tol merupakan prakarsa
badan usaha pembiayaan pen-—

. sadaan tanah merupakan ke—--

wajiban dari pemrakarsa pasal
3543, lanjut Ridwan dalamm
pelaporannya ke Pimpinan dan
Anggsota Komisi V DPR.
Keenam.,. RUDUJ maengamas=
nahkan bahwa penyesualan‘
tarif tol dilakukan setiap dua
tabun sekali berdasarkan pen—
saruh Iaju inflasi dan evaluasi
terhadap pemenubhbhan sumber
daya jalan tol. Dalam kondisi
tertentu pemerintah jusa dapat
melakukan penyesuaian tarif
tol di Juar dua tahun sekali.
Poin pembahan

Jalan tol. Standar: Pelayanami
Mindimal (SPM) Pen 1
jalan tol, dan peng tu_i‘axi Jalan’
kKhusus.

“IDDemikian,. penyampaian
laporan hasil Pan_'a RUU pe-
rubahan kedua atas Undang-
undang WNomor 38 Tahun 2004
tentang Jalan untuk diberikan
persetujuan.’” tutup politisi
senior Golkarxr ini.

Fraksi—-fraksi lalu menyarmn-
paikan pandangan mini atas’
RUUOU Jalan. Hasilnya., seluruh
fraksi di DPR sepakat men-—
erima dan menyetujuri . RUU
ini untuk dibawa ke forum |
pengambilan keputusa.n tingkat

II dalam forum Rapat Paripurna’ .

DPR disertai berbagai pertim-—
bangan dan masukan. BB AL -
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